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1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

5

PERMA
Nomor 14 Tahun 2016

1

Pasal 49
UU Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana diubah

dengan UU Nomor 3 Tahun

2006

Pasal 55
UU Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana diubah

dengan UU Nomor 3 Tahun

2006

2

3
PUTUSAN MK
Nomor 093/PUU-X/2012 

tanggal 29 Agustus 2013
4

PERMA
Nomor 2 Tahun 2015 

sebagaimana diubah

dengan PERMA Nomor 4 

Tahun 2019

Dasar Hukum



Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

LITIGASI

SEDERHANA  
(PERMA No.14/2016 jo. PERMA 

No. 4/2019 tentang Perubahan 
PERMA No. 2/2015)

BIASA

(Ps. 54 UU No.7/1989; Buku II; 
Pola Bindalmin, PERMA No. 

14/2016)  



Click here to add a text title1. Pengertian Gugatan Sederhana

PERMA  4 TAHUN 2019
Pasal 1 ayat (1)

Penyelesaian gugatan sederhana

adalah tatacara pemeriksaan di

persidangan terhadap gugatan perdata

dengan nilai gugatan materiil paling

banyak Rp 500 juta yang diselesaikan

dengan tata cara dan pembuktian

sederhana.

Nilai gugatan 

paling banyak 

Rp500 juta

Tata cara 

pemeriksaan 

sederhana

Pembuktian 

sederhana



Click here to add a text title2. Pengertian dan Dasar Hukum Gugatan Sederhana

A Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan 
Sederhana

Perma Nomor 4 Tahun 2019

B Tentang  Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi 
Syariah

Perma Nomor 14 Tahun 2016

Catatan:
Pasal 3 (3) Perma No. 14/2016 menunjuk

Perma No. 2 thn 2015 dalam Penyelesaian

Perkara Ekonomi Syariah.



Click here to add a text title3. Keuntungan Gugatan Sederhana

Dari segi waktu lebih singkat karena dibatasi 25 hari
Dibandingkan dengan gugatan biasa (Vide: SEMA No. 2 tahun 2014):

▪ Di Pengadilan Tk.Pertama : 5 bulan;

▪ Di Pengadilan Tk.Banding : 3 bulan;

▪ Di Tk. Kasasi/Peninjauan Kembali : 1 bulan;

Dari segi proses lebih sederhana dan cepat
Bandingkan dengan perkara biasa:

1. Provisi 4. Pihak boleh lebih dari satu orang tanpa batasan

2. Eksepsi 5. Pihak boleh lebih dari satu orang tanpa batasan

3. Rekonvensi 6. Objek sengketa tidak dibatasi/semua sengketa

4. Intervensi 7. Dapat dilaksanakan secara elektronik

Dari segi upaya hukum: mengajukan keberatan,
✓ Diajukan kepada ketua pengadilan;

✓ Hakim

✓ Yang diperiksa: Putusan dan berkas gugatan sederhana; Permohonan keberatan & memori

keberatan; Kontra memori; Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Sedangkan perkara biasa, upaya hukumnya:

1. Verzet 2. Banding 3. Kasasi 4. Peninjauan Kembali



Nilai Gugatan, Jenis Sengketa, Subjek Hukum dan Domisili Pihak

1 2

43

Nilai Gugatan Maks. 500 Jt

▪ Pasal 3 ayat (1) Perma 4/2019

▪ Pasal 1 ayat (1) Perma 14/2016

Subjek Hukum

Terdiri dari Penggugat dan 

Tergugat, masing-masing tidak 

boleh lebih dari 1 kecuali 

mempunyai kepentingan 

hukum yang sama (Pasal 4 (1) 

Perma 4/2019) 

Jenis Sengketa

Wanprestasi dan/atau PMH 

▪Wanprestasi berawal dari akad

▪PMH pelanggaran thd UU

Pasal 3 (1) Perma 4/2019

Domisili para Pihak

• Penggugat dan Tergugat berdomisili

di daerah hukum yang sama (Pasal 4

ayat (3) Perma 4 Tahun 2019)

• Dalam hal Penggugat berada di luar

wilayah hukum yang berbeda dengan

Tergugat, maka Penggugat menunjuk

kuasa yang beralamat di wilayah

hukum domisili Tergugat (Pasal 4

ayat (3a) Perma 4 Tahun 2019)



1. Tergugat wajib diketahui tempat 

tinggalnya
Tergugat yang tidak diketahui tempat 

tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan 

sederhana

2. Waktu Penyelesaian 25 

hari

Penyelesaian gugatan 

sederhana maksimal 25 hari 

sejak sidang pertama

3. Terbatas sampai jawaban

Tidak dapat diajukan replik, 

duplik, tuntutan provisi, eksepsi, 

rekonvensi dan intervensi

4. Kehadiran PIhak
Penggugat dan Tergugat wajib secara 

langsung hadir di persidangan dengan 

dan/atau tanpa didampingi kuasanya 

(Pasal 4 (4) Perma 4/2019)

5.  Perkara Pengecualian
Sengketa yang diselesaikan oleh 

pengadilan khusus dan sengketa 

atas tanah tidak termasuk 

gugatan sederhana (Pasal 3 ayat 

(2) Perma 4/2019)

6. Wajib Melampirkan Bukti

Penggugat wajib melampirkan bukti 

surat yang sudah dilegalisasi pada saat 

mendaftarkan gugatan sederhana 

(Pasal 6 ayat (4) Perma 2/2015)

Kriteria Awal Gugatan Sederhana 



Tahapan Persidangan dan Court Calender

Tahapan Persidangan

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaan Kelengkapan GS

3. Penetapan Hakim Tunggal dan

Penunjukkan PP

4. Pemeriksaan Pendahuluan

5. PHS dan Pemanggilan Para Pihak

6. Pemeriksaan Sidang dan

Perdamaian

7. Pembuktian

8. Putusan

Calender Court

Pemeriksaan

Perkara

25 Hari

Pernyataan

Keberatan

7 Hari

PMH 

Keberatan

1 Hari

Pemeriksaan

Keberatan

7 Hari



Pedaftaran dan Pemeriksaan Pendahuluan

❑ Pendafataran gugatan sederhana (GS) di kepaniteraan PA

secara lisan atau tertulis dg mengisi blanko atau secara

elektronik (E-Court);

❑ Blanko gugatan berisi; identitas penggugat dan tergugat,

penjelasan singkat duduk perkara, dan tuntutan penggugat;

❑ Penggugat wajib melampirkan bukti surat yg sdh dilegalisasi

pada saat mendaftarkan gugatan;

❑ Hakim memeriksa materi gugatan berdasarkan syarat Ps. 3

dan 4 ;

❑ Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

❑ Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk

gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan

yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan

sederhana, mencoret dari register perkara dan

memerintahkan pengembalian sisa panjar;

❑ Terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya

hukum apapun.



Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

❑ Perdamaian pada sidang pertama dan

dikecualikan dari prosedur mediasi;

❑ Jika tercapai perdamaian hakim

membuat putusan perdamaian;

❑ Terhadap putusan akta perdamaian tdk

dapat diajukan upaya hukum apapun;

❑ Dalam hal terjadi perdamaian di luar

sidang dan tdk dilaporkan kepada

hakim, maka hakim tdk terikat dg

perdamaian tersebut

❑ Tidak tecapai perdamaian, sidang

dilanjut;

❑ Dalam GS tidak dapat diajukan tuntutan

provisi, eksepsi, rekonvensi,

intervensi, replik, duplik atau

kesimpulan;

❑ Dapat diletakkan Sita

❑ Gugatan yang diakui secara bulat,

tidak perlu pembuktian tambahan;

❑ Terhadap gugatan yang dibantah,

hakim melakukan pemeriksaan

pembuktian berdasarkan hukum

acara yang berlaku.



Putusan dan Keberatan

❑ Pemberitahuan putusan bagi yg tdk hadir paling lambat 2

hari setelah putusan diucapkan;

❑ Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling

lambat 2 hari setelah putusan diucapkan.

❑ Upaya hukum terhadap putusan GS dilakukan dengan 

mengajukan keberatan

❑ Keberatan diajukan dengan cara menandatangani  suatu 

akta pernyataan keberatan di depan panitera.

❑ Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari

setelah putusan diucapkan / diberitahukan;

❑ Permohonan keberatan diajukan kepada ketua PA dg

mengisi blanko permohonan keberatan;



Keberatan dan Putusan Keberatan

❑ Permohonan keberatan yang diajukan

melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan

tidak dapat diterima dengan penetapan ketua

PA berdasarkan surat keterangan panitera;

❑ Kepaniteraan menerima dan memeriksa

kelengkapan berkas permohonan keberatan

yang disertai dengan memori keberatan;

❑ Kontra memori keberatan dapat diajukan

kepada ketua PA dg mengisi blanko yang

disediakan;

❑ Ketua menetapkan majelis hakim paling 

lambat 1 hari setelah permohonan dinyatakan

lengkap;

❑ Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar:

▪ Putusan dan berkas gugatan sederhana;

▪ Permohonan keberatan dan memori

keberatan;

▪ Kontra memori keberatan;

❑ Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan

pemeriksaan tambahan;

❑ Putusan terhadap permohonan keberatan

diucapkan paling lambat 7 hari setelah

tanggal penetapan majelis;

❑ Pemberitahuan putusan disampaikan kepada

para pihak paling lambat 3 hari sejak

diucapkan;

❑ Putusan keberatan BHT terhitung sejak

disampaikannya pemberitahuan

❑ Putusan keberatan merupakan putusan

akhir yang tidak tersedia upaya hukum

banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Formulir L.1 (Formulir Gugatan Sederhana) 
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